
BUPATI SUMENEP 
PROVINS! JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI SUMENEP 
NOMOR Uf.. TAHON 2022 

TENTANG 

PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF 
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN 

DALAM RANGKA PENANGANAN PIUTANG PAJAK DAERAH 
DAN DAMPAK EKONOMI AKIBAT WABAH CORONA VIRUS DISEASE 

2019 (COVID-19) DI KABUPATEN SUMENEP TAHUN ANGGARAN 2022 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SUMENEP, 

a. bahwa dalam rangka penanganan piutang Pajak 
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta 
untuk meringankan be ban Wajib Pajak 
melaksanakan kewajiban perpajakannya akibat 
wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), maka 
sebagai salah satu upaya peningkatan penerimaan 
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, 
perlu memberikan kebijakan penghapusan sanksi 
administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan 
dan Perkotaan; 

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (2) 
Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 5 
Tahun 2018 tentang Pajak Daerah, Bupati dapat 
mengurangkan atau menghapus sanksi administratif 
berupa denda pajak dan mengurangkan ketetapan 
pajak terutang berdasarkan pertimbangan 
kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi 
tertentu objek pajak; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati Sumenep tentang 
Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Bumi dan 
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Dalam Rangka 
Penanganan Piutang Pajak Daerah dan Dampak 
Ekonomi Akibat Wabah Corona Virus Disease 2019 
(COVID-19) di Kabupaten Sumenep. 

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 



2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5049); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang 
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5950); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang 
Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan 
Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh 
Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5179); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6322); 

8. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang 
Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona 
Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana 
Nasional; 



Menetapkan 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 
2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virns 
Disease 2019 (COVID 19) di Lingkungan Pemerintah 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2020 Nomor 249); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2020 Nomor 1781); 

12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 
tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan 
Penanganan Corona Vints Disease 2019 di 
Lingkungan Pemerintah Daerah; 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 5 
Tahun 2018 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Sumenep Tahun 2011 Nomor 5). 

MEMUTUSKAN 

PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK BUMI 
DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN 
DALAM RANGKA PENANGANAN PIUTANG PAJAK 
DAERAH DAN DAMPAK EKONOMI AKIBAT WABAH 
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI 
KABUPATEN SUMENEP TAHUN ANGGARAN 2022. 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Sumenep; 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten 

Sumenep; 
3. Bupati adalah Bupati Sumenep; 
4. Badan adalah organisasi perangkat daerah yang 

menangani pajak daerah; 
5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah 

kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh 
orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa 
berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak 
mendapatkan imbalan secara langsung dan 
digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar­
besarnya kemakmuran rakyat; 



6. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 
adalah pajak atas bumi dan/ atau bangunan yang 
dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang 
pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan 
untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan 
pertambangan; 

7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, 
meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan 
pemungut pajak, yang mempunyai hak dan 
kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah; 

8. Pajak yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar 
pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun 
Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan 
perpajakan daerah; 

9. Sanksi Administratif adalah sanksi berupa 
pembayaran kerugian terhadap daerah sebagai akibat 
keterlambatan pembayaran pajak, berupa bunga yang 
dikenakan kepada Wajib Pajak sebagai akibat 
keterlambatan pembayaran pajak. 

BAB II 
MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar atas 
kebijakan pemberian penghapusan Sanksi Administrasi 
Denda Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 
Perkotaan di Kabupaten Sumenep. 

Pasal 3 

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan 
kepastian hukum terhadap kebijakan pemberian 
penghapusan Sanksi Administrasi Denda Piutang Pajak 
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di 
Kabupaten Sumenep. 

BAB II 
PEMBERIAN PENGHAPUSAN SANKS! ADMINISTRASI 

Pasal 4 

(1) Dalam rangka penanganan piutang Pajak Bumi dan 
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan untuk 
meringankan beban Wajib Pajak melaksanakan 
kewajiban perpajakannya akibat wabah Corona Vims 
Disease 2019 (COVID-19) serta untuk meningkatkan 
penerimaan PBB P2, Kepala Badan dapat 
menghapuskan sanksi administratif. 



(2) Penghapusan sanksi administratif sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan terhadap sanksi 
administratif PBB P2 sampai dengan tahun pajak 
2021. 

Pasal 5 

( 1) Penghapusan sanksi administratif diberikan terhadap 
W ajib Pajak yang melakukan pembayaran dalam 
jangka waktu mulai tanggal 1 Maret 2022 sampai 
dengan tanggal 31 Desember 2022. 

(2) Dalam hal Wajib Pajak melakukan pembayaran 
setelah tanggal 31 Desem ber 2 02 2, maka sanksi 
administratif tetap berlaku sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

BAB III 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 6 

Wajib Pajak yang telah diberikan Penghapusan Sanksi 
Administratif berdasarkan Peraturan Bupati ini, tidak 
dapat mengajukan permohonan angsuran atau 
penundaan kewajiban pembayaran pajak sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

BAB IV 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 7 

Peraturan Bupati 1m mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati m1 dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Sumenep. 

Ditetapkan di: Sumenep 

pada tanggal O 8 MAR 2022 


